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ABSTRAK 

Uang virtual atau uang elektronik merupakan uang yang transaksinya dengan 

menggunakan internet dan biasanya melibatkan penggunaan jaringan komputer, 

dalam hukum internasional belum mengatur tentang Cryptocurrency, tetapi 

beberapa negara sudah ada yang me legalkan Cryptocurrency, seperti Jepang, 

Amerika Serikat dan Singapura tapi di Indonesia belum ada pengaturan tentang 

Cryptocurrency tersebut, ditakutkan pemilik dari Cryptocurrency tidak jelas 

negara atau aturan internasional yang mengaturnya. Rumusan Masalah 

1)Bagaimanakah Pengaturan Cryptocurrency sebagai mata uang legal 

berdasarkan Hukum Internasional? 2)Bagaimanakah Pengakuan terhadap 

Cryptocurrency di Negara Indonesia? Penelitian ini menggunakan secara yuridis 

normatif. menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier data dikumpulkan melalui studi dokumen. 

Berdasarkan penelitian 1)Menurut hukum internasional belum adanya pengaturan 

tentang mata uang cryptocurrency tersebut, IMF dan World Bank hanya sebatas 

akan membuat aturan tentang cryptocurrency akan tetapi beberapa negara sudah 

ada yang melegalkan mata uang cryptocurrency.2)Di Indonesia transaksi 

menggunakan Bitcoin masih belum jelas dasar hukumnya. Karena ketidakjelasan 

tersebut, transaksi menggunakan cryptocurrency belum dapat dikatakan sah. 

cryptocurrency atau mata uang kripto, tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat 

pembayaran baik secara teori maupun secara undang-undang. Sebagaimana 

menurut aturan Bank BI yaitu PBI Nomor 16/8/PBI/2014 yang mensyaratkan, 

bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih 

dahulu oleh pemegang kepada penerbit. 

Kata Kunci : Cryptocurrency, Mata Uang, Hukum Internasional 
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ABSTRACT 

Virtual money or electronic money is money whose transactions use the internet 

and usually involve the use of computer networks, international law does not 

regulate Cryptocurrency, but some countries there have been those who have 

legalized cryptocurrencies, such as Japan, the United States and Singapore, but 

in Indonesia there is no regulation regarding cryptocurrencies these, it is feared 

that the owner of the cryptocurrency is not clear on the country or international 

rules that govern it. Problem Formulation 1) How isRegulation Cryptocurrency 

as a legal currency under International Law? 2) How is the Recognition of 

Cryptocurrency in Indonesia? This study uses a normative juridical. using 

primary legal material data sources, secondary legal materials, and tertiary legal 

materials data were collected through document studies. Based on research 

1)According to international law there is no regulation regarding thecurrency 

cryptocurrency , the IMF and the World Bank will only be limited to making rules 

about cryptocurrencies but some countries already have legalized 

cryptocurrency.2)In Indonesia, transactions using Bitcoin are still unclear on the 

basis the law. Because of this uncertainty, transactions using cryptocurrencies 

cannot be said to be legal. cryptocurrency or crypto currency, does not qualify as 

a means of payment either in theory or by law. As according to Bank BI rules, 

namely PBI Number 16/8/PBI/2014 which requires that electronic money be 

issued on the basis of the value of money that was deposited in advance by the 

holder to the issuer. 
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